
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 59 TAHUN 2023 

TENTANG 

PE NJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE H 
TAHUN ANGGARAN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 
Daerab Nomor 10 Tabu n 2023 tentang Angga ran Pen dapatan 
dan Be1anja Daerab Tabun Anggaran 2024, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggara n Pendapatan 
dan Be1anja Daerah Tahun Angga ran 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pemeritahan Daerah Kabu paten Dalam Li gkungan 
Propinsi Djawa Bara (Berita Republik In onesia Tahun 
1950 se agaimana telah diu bah dengan Undang-Undang 
Nomo 4 Tahun 1968 tenta ng Pembentu kan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang N mor 14 Ta h u n 1950 tentang 
Pem erintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tabun 1968 Nomor 31, Tam bahan Lembaran Negara 

epub ik Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 47 , Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tabun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2007 Nomor 33, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801) ; 
Undang-Undang 1 omor 23 a hun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg ra Republik 
In do sia Ta un 2014 ornor 244 , Tam h a Lembaran 
Negara Republik IndO! esia N m or 587), se galmana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dang
Undang Nomor 6 T hun 2023 tentang Penetapan ra u ran 
Pemerintal Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ahun 
2022 tentang Ci a Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik donesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lem aran Negara Repu 'k Indon si Nomor 
6856); 

7. Undang-Undang N mor 1 T hun 2022 tentang H bungan 
Keuangan antara emerintah Pusat dan Pem erintahan 
Da r h Le _ a ran Re ubli ia Ta h n 2022 

ran 

8" Peratura n hun 201 0 tentang 
a a r ( e b an Negara 

Republik ndonesia Tahu or 123, Tambahan 
Lemb ran egar' Republik In d n esia N m or 51 5 ); 

9 . Pera an em erintah Nom r 2 ahun 2 18 tentang 
Stand laya nan lin i al (Lem aran Nega a Republik 
I donesia .. ahu 20 18 ornor 2, T mb a embaran 

gara Rep blik In ones ia N m or 6 178) ; 
10 . Peratu r rint No o · 12 'rahun 20 9 tentang 

Pen gelo aa Ke a n " D er h (Le aran eg ra Republik 
In onesia Tahun 2019 Nom r 4 2, T m ba an Lembaran 
Nega a R.:.pub i l I n esia om or 632 ); 

. Pe atur n Pemei"intah Nom or 72 Ta u n 2019 tentang 
ruba an a s Perat ran P meri a h Nomor 18 Tahu n 

2016 tenta _g Peran kat erah (Lembaran Negara 
Republik I done ia Ta h 1. 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Nega a Rep u blik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemeri tah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 20 17 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 
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15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana tela h 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 
tentang Peruba han atas Peraturan Pr iden Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Standar Ha rga S tu an Regional 
(Lembaran Nega a Rep blik Indon sia Tahun 2023 Nomor 
1 2); 

17.Peraturan Mente · Dalam Negeri Nomor 90 T u 2019 
te tang Klasifika s i, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaa Pem angunan dan Keuangan Daerah ( erita 
Negara Republik In 0 esia Tahun 2019 Nomor 144 7); 

18. Peraturan Menteri Dalam 
tentang Pedoman Teknis 
(Berita egara Re ublik 
1781); 

Negeri Nomor 77 Tah u 2020 
Pengelolaan Ke a ngan Daerah 
ndonesia Tahun 2020 Nomor 

alam Ne er· Nomor 81 T h u n 2022 
Penyu sunan enca a Kerja Pe erintah 

20 2 Berita egar b ·k I donesia 

ra eri am Negeri N m or 15 Ta h n 2023 
tenta g Pedoma Penyusuna Anggara n Pend pa tan dan 
Bela j Daerah T hun A gga an 2 24 (Berit Negara 
Re lik Indone~'ia Tahun 2023 Nomor ' 99); 

21. era t ran Da ra Kabupa ten Tas ikma aya 
20 10 tent ng en cana Pe ba gunan J 
D e (R J a ah Ka bupat n T sik 
2005-2 25 (Lem baran Daer K 

ahun 2 10 Nom or 7); 

omor 7 Tahun 
gka Panjang 
laya Tahun 
Ta sikmalaya 

22 . Pe a t ran Daera- Kabupaten as·kma ay Nomor 10 
Tah n 20 14 en tang istem Perenca aan Pembangunan 
D erah Kabupaten Tas ikmalaya (Lembaran Daerah 
Ka bup ten Tasikmalaya Tahun 2014 omor 10); 

23. Perat a n Daerah Kabupaten T sikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tenta ta Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lemba .n Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7), sebagaimana telah diubah den gan Peratura n 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
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Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemer intah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8); 

27 . Perat ra D er h Kab ten Ta 'kmalaya Nomor 10 
Tahu n 20 23 tentang Anggaran Pendap tan dan Be1anja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (L m ran Daerah 
Kabupaten Tasikmal""ya Ta un 2023 N mo 10 ; 

MEMUT- SKAN : 

Men ,ta kan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN A GGARAN 
PENDAPATAN DAN B ~LANJA AERAH TAHUN A G ARAN 
2024. 

Pasa l 1 

Dalam er turan en a : 
1. Bu ati a d a 
2. Da rah Ka aa 'a. 
3. 

4. 

at" seb gai unsu pe yelenggara 
! Da r yaIlg memimpin elaksa naan u rusan em rintahan 

yan enjadi kewenang n daerah otonom. 
Pem erintaha Daera a alah peny lengga r an rusan emerinta an oleh 
Pem erintah aerah da n de\van perwaki an rakyat daera h men u rut asas 
otono i an uga s pemban a d .g' 1 prin ip ot om' selua -luasnya 
dalam sistem dan prin 'p Negara Kesa tuan Rep ub ik Indone ~ia sebagaimana 
dimak s u d am U a g-U d D ar eg ra Rep Hk n don esia Tahun 
1945. 

5. Pengel la n Keu a n gan Da erah a d al h kese u ruhan kegiatan ya ng meliputi 
perencana pe ganggaran, pelaksanaan, penat u saba a n , pelaporan, 
pertanggun gj aba , dan p ngawasan ke angan daerah. 

6. Penerimaan Dae ah a alah u ang yang masu k ke kas Da era . 
7. Pengeluaran D xah dal h u a l g yang ke1ua r dari kas a erah' 
8. Pendapatan Daerah ada ah s.m hak Daera _ yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersi dalam periode ahun anggaran berkenaan. 
9. Pajak Daerah, yang se1anjut ya iseb u Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang 01 h rang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah. 

11. Anggaran Pedapatan dan Be1anja Daerah yang se1anjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang d itetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 
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13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali danjatau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tah un anggaran berikutnya . 

14. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 
penetapan APBD. 

Pasal2 

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah , dan pembiayaan 
daerah. 

(2) APBD , a h n Angga ran 2024 berj m la h Rp3 .643.782 .790 .86 ,0 tiga triliun 
ena ra tus empat puluh tiga m iliar tujuh ratus delapan pu u h ua juta 
t 'u h ratus sembilan puluh ribu elapan ratus enam puluh d a piah) 

r iri atas pendapa tan daerah, bela nja daerah, dan pembiayaan d erah 
den an rincian sebagai berikut: 
a . Pendapatan Da erah 
b. B lanj Daerah 

c. 
Surplus j (Defisit) 

em biayaan Daerah 

3 .446.080.103.4 73,00 
Rp3.642.6 7 .790.862,00 
(Rp196.527.687.38 , 0) 

1. Penerim aan 
2 . engeluaran 

eto 

Rp1 97.702.687.389,00 
Rpl.175.000.000,OO 
Rp 96.527 .6 .389 , 

isa Le ih em ' aan An garan T lu n Berkenaa o 

Pa s 13 

Anggara , pendapa tan daerah tahu nggaran 2024 direncanakan sebesar 
Rp3.446.0 0.103.473,00 (tiga t riliun pat rat s empat pu luh e m miliar 
delapan u lu juta s a u s tiga ri u m pa a tus tujuh h " a rupia h), yang 
bersumb r dari : 
a. pen apatan a sli da era ' ; 
b . penda p ta n transfe ; 
c. lain-l'n penda pa tan a ·i da 

Pa ' 14 

(1) Anggaran p ,n da pata asli daera eba gaim ana dim 1 sud dalam Pasal 3 
huruf a diren anakan sebesar Rp3,8 0 .301 .428.979 ,00 iga ratus delapan 
puluh miliar tiga ratus satu 'uta em pat r us d a puluh delapan ribu 
sembilan ratus tujuh p u h se bilan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c . HasH pengelolaan kekayaan dae ah yang di pisahkan; 
d. Lain-lain pendapatan asH daera h yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp107.710 .575.000,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus sepuluh 
juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp237 .767.764.373,00 (dua ratus tiga puluh tujuh 
miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat 
ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). 
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(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.524.687.846,00 (dua 
puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan 
puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yaitu Bagian 
Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan DaerahjBUMD yang terdiri 
dari : 
a. PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR); 
b. Perumda Tirta Sukapura; 
c. PT. Bank a a ; 
d. PDUP. 

(5) Lain-la in ndapa ta a sli a x ah yan g a ebagaimana di ksud pada 
aya (1) luruf c direncanakan sebesar Rp8 .298.401. 60,00 ( ela an miliar 
d a tus sembilan puluh delapa n juta empat ratus satu ribu t ju h ratus 
ena m puluh rupiah terdiri dari: 

J asa Giro; 
r: asil Pen gelolaan Dana Bergulir; 

c . nda atan BLUD. 

Pas 15 

(1) An garan pr ja daerah sebagaiman dimaks d dalam Pa, al 4 ay t (1) huruf 
a ire canakan sebesar Rp107.71 0 .575.000,00 (seratus tujuh 1 iIi r tujuh 
ratu s se u uh ju a ' _ r t s tujuh pu lima' u rupia ), ya n g terdiri 
ata ': 
a. Paj Hotel; 
b. ajak Restor 
c. aJ ra 
d . ajak Re a rne; 
e. ajak Pe erangan a lan; 
f. a 'ak Parkir; 
g. Pajak. ir Tan h; 
h. P j. Mi eral, Bukan ogam dan Bat 1; 
1. P jak u m i da B gun a n S _ r P2; 
J. Pa' ak Bea Pe olehan a k a s Tan h a n B n gun 

(2) Pajak - ot 1 seba gaim a n a sud a aya (1 ) h ruf a irencanakan 
sebesar p270 .500 .000,0 (dua ra tus tujuh pu uh j t Ii a ratus ribu 
rupiah). 

(3) Pajak Restoran sebagaim na di - a su d pad ayat 1) h ruf b direncanakan 
sebesar Rp6.000.0 0.000 , ° (en m m ' iar rupiah) . 

(4) Pajak Hiburan sebagaim a di aksu pad ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rpl.006.000.000,OO ( tu .. ilia r enamjuta rupiah). 

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimak ud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp4.379.075.000,OO (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan 
juta tujuh puluh lima ribu rupiah). 

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp50.400.000.000,OO (lima puluh miliar empat ratus 
juta rupiah). 

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 
sebesar Rp260.000.000,OO (dua ratus enam puluh juta rupiah). 

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan 
sebesar Rp40.000.000,OO (empat puluh juta rupiah) . 
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(9) Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(1) huruf h direncanakan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta 
rupiah) . 

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf i direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar 
rupiah) . 

(11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ) h f . d ·re c ka sebe r R 1 .050.000.000,00 (sebelas 
miliar lima pu luh ·uta rupiah . 

Pasa16 

(1) A. gga ran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas 4 yat (1) 
u f b direncanakan sebesar Rp2 ..... 7 .767.764.373,00 (dua ratus iga u luh 

tu · h miliar tu·u rat enam u lu h tujuh juta tujuh ratus ena uluh 
m- a t ribu ti a ratus tujuh pulu ti :>a rupiah), yang terdiri atas: 

a . etribusi Jasa Umum; 
b . R tri usi Jasa Usaha; 
c. R _tribusi Perijinan Tertentu. 

(2) Retribusi J as 

ta lima ratus enam pu u 
pIa te . ri dari : 

a. a an; 
b. P sampahan/Ke 
c. p r i i Tep i . 
d. Pasar; 
e. etribusi Pengujian endaraa Bermotor; 
f. -.etribusi emeri ~sa n Alat Pem adam eba karc; n; 
g. etri u si e ayana Ter / err Ulan ; 
h. etrib i Pen awa a 1. dan Pen ge dalian M nara ' elekom unika...,i. 

(3) Retri u s i Jasa a se a ga d · ~a su a a aya t (1 ) huruf b 
direnc n akan sebesar p3 .46 5 .507.700 , 0 tiga m ilia r em a t r a tus enam 
puluh im juta lima ra tus tujuh ib tujuh ra tu s ru pia ) ter iri dari : 
a. Retri usi Pem aian ekayaan Daerah; 
b. Retrib si empat Pelelang n; 
c. Retribusi Term inal; 
d. Retribusi Te pat ngi apa niPasan gg raha /Vila; 
e. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
f. Retribusi Tempat Rekr SI a Ola raga; 
g. Retribusi Penjualan Produk . U ah Daerah. 

(4) Retribusi Perijinan Tertentu sebag ·mana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp836.688.720,00 (delapan ratus tiga puluh enam 
juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) 
terdiri dari : 
a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; 
c. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) . 

Pasal7 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
direncanakan sebesar Rp3.059 .759.174.494,00 (tiga triliun lima puluh 
sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh 
empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 
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a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp2.850.317.361.294,OO (dua triliun delapan 
ratus lima puluh miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh 
satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri dari: 
a. Dana Perimbangan: 
b. Dana Desa. 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaks d pada ayat (1) 
huruf b d ire canakan sebesar Rp209.441.813.200,OO ( a tus sembilan 
miliar em t ratus e pat pu lu h sa tu juta d la pan ratu tig bel s ribu dua 
rat iah) terd iri dari: 
a . Pendapatan Bagi Hasil; 
b. Bantuan Keuan a n. 

Pa s a 

, (1) La in-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud da lan Pasal 
3 h u f c direncanakan sebesar p6.019.500.000,OO (enam m ' i s mbilan 

(2) 

bela s juta Ii ratus ribu piah), ya ng terd iri atas: 
a. Penda a tan Hibah; 
b. Da 
c. P ndapatan Ses i Den gan Ke entuan Per t 

a 
Penda pa t ebaga' an 
dir canakan se esar p6.0 19.5 O. 
lima r tus ri' pia) . 

i ksud pa a ( ) 
00,00 (e a m milia sem bila 

ndang-

uruf a 
elas juta 

(3) 

(4) 

Da a darur t seba a i a n a dim 
dire canakan . 

sud pad ayat (1 ) huruf b tidak 

Lain-Ia i pe a atan sesu " 
und gan sebag im ana di a ks 

en an eten an peraturan perundang
p a a ayat ( ) h r f c tid a dire canakan. 

Pasa 19 

Anggaran el nja daera h ahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 
Rp3.642.607.79 .86 2 ,00 tiga triliun ena m ratus empat p luh dua miliar enam 
ratus tujuh jut tu'uh ratus sem 'Ian puluh ibu delapan ratus e am puluh dua 
rupiah) yang terd ' i ata s: 
a. Belanja Operasi; 
b. Belanja Modal; 
c. Belanja Tidak Terduga; da~ 

d. Belanja Transfer. 

Pasall0 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 
direncanakan sebesar Rp2.641.312 .352.773,OO (dua triliun enam ratus 
empat puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh dua 
ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja hibah; dan 
d. Belanja bantuan so sial. 
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp1.456.640.637.568,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam 
miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima 
ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari: 
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; 
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; 
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN; 
d . Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 
e. Belanja G j" an ja ga 1. I V D1. ; 
f. Belan'a Pe e imaan La innya im.pinan DP D se ta K H /WKDH. 
g. Bela ja Pegawai BLUD. 

(3) Belanja arang d a n j a sa sebagaimana im aksud pada aya t ( ) huruf b 
i en ca nakan sebesar Rp770.9 2 .736.062,00 (tujuh ratus t 'u h puluh 

m' 'ar sembilan ratus dua belas j ta tujuh ratus tiga puluh enam r ' u am 
u l h dua rup'ah) terdiri 1: 

Belanja Barang; 
b . lanja Jasa; 
c. Belanja Pemeliharaan; 
d. B ·~ anja Perjalanan Dinas; 
e. Belanja Uang dan l a tau J asa Untuk Dibagikan Kepad Pihak 

Ketigal ihak Lain/Masyarak t ; 
f. Belanja ar g dan Jasa BO ; 
g. Bel a a g da a L D. 

(4) Bel ja iba h seba gai n im- ks· d pa ay () huru irencanakan 
sebes r Rp409. 8.979 .143,00 (em pat ratus sembilan miliar ela an ratus 
lim p Iu dela an 'u ta sembila r tus tuju h pulu n sembi an ribu seratus 
empat puluh i a rupiah) terdiri dari: 
a. elanja I- i ah ke a d a Pemerin a h Pus t; 
b. elanja Hibah epa da B an,Lemba a ,Orga lsa rna ~ aka tan yang 

erbadan Hukum I do sia ; 
c . ele nja ibah Ba n tuan Keuanga kepa .. a Part i Politik. 

(5) Belanj a bantua d im a s d pada ayat (1) huruf d 
direnc n ,00 tiga m il' a r sembi a ratus juta 
rupiah) . 

sal 

(1) Anggaran bela 'a m dal seba gaimana d im aksu dal m Pasal 9 huruf b 
direncanakan seb a r 307. 9 . 9.963 ,00 (fga ratus tujuh miliar 
seratus tiga puluh sem i a n ju ta sembilan us delapan puluh sembilan 
ribu sembilan ratus enam pul h t ig rup 'ah) , yang terdiri atas: 
a. Belanja Modal Tanah; 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta 
rupiah) . 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp75.388.565.495,00 (tujuh puluh lima 
miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima 
ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) terdir i dari: 



Belanja Modal Alat Besar; 
Belanja Modal Alat Angkutan; 
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Vkur; 
Belanja Modal Alat Pertanian; 
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; 
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar; 
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; 
Belanja Modal Alat Laboratorium; 
Belanja 
Belan·a M a A at Kese amatan Kerja; 
Bela nja Modal Peralatan Proses/Produ ks ·; 

la j a Modal Rambu-Ram u ; 
Bela nja Modal Peralatan Olahraga; 

elanja Modal Peralatan dan Me in BOS; 
Belanja Modal Pera a t n dan · e in BLVD. 
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(4) el, ja modal gedung dan bangu na sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
h ru c d irencanakan sebesar Rp1 02.251.96 .868,00 (seratus u miliar 
d a ra tus lima puluh satu jut sembilan ratus ena puluh satu ribu 
delapan ratus enam puIuh delapan piah) terdiri dari: 

B Jal1.ja Modal Gedung; 
Belanja Moda Ge u ng da n Bangu nan BLVD. 

(5) Bel n ·a 0 a l ja a , ·aringa n , da ir iga s i ebagaim 
(1) h d d irenca _ at ebe. ar Rp 20 .6 2 .9 
pul h lIar en am ra u . a pu luh dua j 
empat ribu rupiah) terdi i dari: 

eia ·a Moda Jalan dan Jem at n; 
Belanja Mo al Bangunan Air; 

elanja dal In~ ta la si. 

pada ayat 
r tus dua 

1 p puluh 

(6) Bel' nj a m odal aset tet p lain ~ya ' ebaga ·mana imaksud pada aya t (1) huruf 
e d irel1.ca a kan ebe a r p6.076. 6 1. 00,00 ( n am m iliar tuju h puluh 
enam juta e ra tus de a an pulu h sa l ri u e a r t s piah) terdiri 
dari: 

Bela n · a M a l Bah n Perp . ka a ; 
Bela nja Mo al Aset Tida Berwuj d ; 
Belan ·a dal Aset Tet Lainnya BOS; 
Belanja Mo al Aset Tetd.p La · Y' LUD . 

Pas a1 12 

Anggaran belanja tidak terdut:;> se r gaima a dim aksud dalam Pasal 9 huruf c 
direncanakan sebesar Rp30.000. 00. 0 ,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang 
terdiri atas belanja tidak terduga. 

Pasal13 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d 
direncanakan sebesar Rp664 .155.448.126,00 (enam ratus enam puluh 
empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan 
ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil; dan 
b . Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp14.133.579.126,00 (empat belas miliar seratus tiga 
puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh 
enam rupiah). 
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(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp650.021.869.000,00 (enam ratus lima puluh miliar 
dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) 

Pasal 14 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan da ri Peraturan Bupati ini 
terdiri dari: 
a. Lampira 

b. La pir II 

c. a piran III 

d. La m piran V 

e. Lampiran V 

f. La piran 

g. Lampir n 

h . Lampiran VIII 

1. Lam Ir IX 

J. Lampiran X 

Ringkasan Penjabaran APBD yang Di a s · lkasi Menurut 
Kelomp k dan Jen·s Pendapa tan, Belanja, d n em biayaan; 
R·n c ·an APBD menUfU · Urusan P II erint at Daerah, 
Organisasi, Progr m , Kegiatan, Sub Kegiatan, Ke ompok, 
Jenis Objek Penda patan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Daftar Na a Pen lima, Alamat Penerima dan Be aran 
Hibah; 
Daftar Nama Pener ima, Ala t Penerima dan esaran 
Bantuan Sosial; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima da esaran 
Bantua K uangan ersifat u urn dan bersifat u sus; 
Da tar Nama P nerima, Alamat enerin: a Be saran 

an·a bagi h' 
-a a nom! U s 

gra , 

M"nyak 

ru 

Pen eri ae ah, Or a n i a si, Program, 
K giata n , Kelom 0 , Jeni , 0' de dan 

endapata n, belan· dan Pe biaya n; 

n Pemerintah 
b egiatan, 
Pendapatan, 

B mi dan 
Gas 

Sinkronisasi ebijakan Pemerinta h Ka .pa ten pada Daerah 
Pe batasan Dalam Rancangan Per a t n tang APBD dan 

anca gan PeratlJran B ati entang Penjabaran APBD 
deng n Prog am Prioritas P rbata a n Negara. 

a sal 15 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang itetapkan dalam peraturan Bupati ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. 
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Pasa116 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal, 2 Desember 2023 ,., 

BERITA AERAH KABUPATE N TASIKM LAYA TAHUN 2023 NOMOR 59 


